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5KATA PENGANTAR
ﻢﯿﺣ ﺮﻟ ا ﻦﻤﺣ ﺮﻟ ا  ا ﻢﺴﺑ
ﻻ ا ف ﺮﺷ ا ﻰﻠﻋ م ﻼﺴﻟ ا ؤ ﻦﯿﻤﻟ ﺎﻌﻟ ا ب ر  ا ﺪﻤﺤﻟ ا
ﻦﯿﻌﻤﺟ ا ﮫﺒﺤﺻ ؤ ﮫﻟ ا ﻰﻠﻋ ؤ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧ ﺪﯿﺳ ﻦﯿﻠﺳ ﺮﻤﻟ ا ؤ ء ﺎﯿﺒﻧ
Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu,
tenaga, dan pikiran, maka pada mulanya hanya obsesi, lalu berubah menjadi
gagasan, kemudian direfleksikan dalam bentuk tulisan, sehingga pada akhirnya
rampung menjadi sebuah Skripsi sebagai syarat akademis dalam penyelesaian
studi S-1 pada jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. Oleh karena itu,
sembari berserah diri dalam ketawadhu’an dan kenisbian sebagai manusia, maka
sepantasnyalah persembahan puji syukur hanya di peruntukan kepada Allah Swt
yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Kemudian kepada Nabi
Muhammad Saw, junjungan muslim sedunia, penulis kirimkan shalawat dan
salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai
agama sekaligus sebagai Ideologi rasional.
Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk tuhan
yang dhaif yang sudah pasti secara  sosial sangat membutuhkan bantuan dari
orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijkasana bila penulis menghaturkan
terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba allah yang telah
memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, rangsangan dan
bantuan yang mereka berikan kepada penulis kiranya dicatat oleh Allah Swt
sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:
1. Kedua orang tua terkasih H. Muh. Idris Sangkala serta ibuku Hj. Rosmiati,
semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya.
Sebagaimana dia mengasihiku penulis semenjak kecil, yang atas asuhan,
limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu peroleh kekuatan
material dan moril dalam menapaki pencarian hakikat diri. Kepada saudara-
6saudara tercinta dan kepada keluarga dekatku semua yang terlibat (secara tidak
langsung) dalam prosesi perjalanan dunia akademik penulis.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin
Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Muhammad Sabri AR. M.Ag dan Drs. Urbanus Uma Leu M.Ag selaku
pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing
sampai selesainya penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan (i) Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta
bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari
secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
6. Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar yang telah bekerjasama dan membantu penulis dalam
penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
7. Seluruh para kepala bidang dan staf karyawan Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar yang telah membantu dan mendorong dalam penyelesaian
skripsi ini
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang berada di pondok kiki yang telah
banyak memberikan bantuan doa, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini
terselesaikan sebaik-baiknya.
9. Tidak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Alauddin Makassar
10. Yang tekhusus kepada saudariku tercinta Haerawati Idris dan Megawati Idris
yang telah memberikan pemahaman dan dorongan kepada penulis sehingga
skripsi ini terselesaikan sebaik-baiknya
Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal
mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi
dan metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya
7membangun demi kesempurnaan isi. Penulis mohon maaf atas judul yang
berbunyi lebih bagus daripada isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam
Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.
Makassar, 26 Juli 2012 M.
Penyusun,
Rachmat Hidajat
Nim: 10200108056
8ABSTRAK
Nama :  Rachmat Hidajat
Nim :  10200108056
Judul : PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI UMAT (Studi Pada Lembaga
Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)
Tulisan ini menfokuskan kajian pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar tentang pemberdayaan zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi
umat. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran manajemen zakat
produktif dan perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat
produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk
memperoleh data digunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan
dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar, staf bidang penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq, dan
Sedekah), staf bidang pendayagunaan, staf keuangan & administrasi serta 5 orang
mustahik yang memperoleh zakat produktif.
Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pihak LAZ PKPU Cabang
Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan
fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih
dahulu membuat assessment untuk melihat kebutuhan para mustahik dilanjutkan
dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat
struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif
menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada
mustahiq secara qardhul hasan. Adapun pengawasan kepada mustahik dilakukan
dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok. Zakat produktif
yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu
meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian, dan meningkatkan
pengetahuan mustahik tentang ilmu agama.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar menambah sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat
produktif agar dapat mencegah terjadinya over lapping tugas, perlunya menambah
anggaran pada zakat produktif, sehingga mampu mewujudkan hakekat tujuan
perintah zakat dengan klasifikasi usaha produktif prospektif serta memberikan
pelatihan kepada mustahik terkait manajemen usaha ekonomi yang baik sehingga
nantinya usaha mustahik tetap survive dan semakin berkembang.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum
minallah atau dimensi vertikal dan hablum minannas atau dimensi horizontal.
Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas
keimanan, membersihkan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta
memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu
bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa
pesan-pesan ritual dan spiritual.1
Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan
kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi
pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. sampai pada
zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting
dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Saat ini, sebuah kenyataan bahwa
pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya
dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas
masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula
tabungan masyarakat.
Pada al-Qur’an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang
mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam
posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian
1 Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan ( Masail Fiqhiyah II ) ( Cet.
I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 ), h. 2.
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mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur’an yang mensejajarkan
zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :




Terjemahnya :
“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku”.
Pada al-Qur’an disebutkan pula pujian bagi orang-orang yang menunaikan
kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa
saja yang sengaja meninggalkan. Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat
sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga
yang mengurusi dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat
sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan
tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat
masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan
lembaga zakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui manfaat dari zakat
dan keberadaan lembaga zakat.
Berdasarkan sudut pandang hukum positif mengenai penerapan dan
pengelolaan zakat, di Indonesia sendiri mengalami perkembangan dengan
dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang
tersebut adalah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor tahun 2000
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan
akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap
masyarakat muslim di Indonesia.2
Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua
macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan
metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik
menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil
zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat
yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan
ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat
ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.3
Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini
banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan
lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri Lembaga
Amil Zakat PKPU. Lembaga tersebut lahir dari krisis multidimensi yang melanda
Indonesia sejak tahun1997 hingga tahun 1999, yang diperparah dengan berbagai
musibah bencana alam maupun kemanusiaan. Saat ini kinerja lembaga tersebut
telah mengalami kemajuan yang tidak hanya menerapkan metode distribusi dana
zakat yang bersifat komsumtif tapi juga bersifat produktif khususnya pada
2 Fakhruddin, Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia ( Cet. I; UIN Malang Press, 2008
), h. 247.
3 Abdurahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial ( Cet. I; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Press, 2001 ), h. 170.
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mustahik tertentu atau dengan sebutan masyarakat binaan Lembaga Amil Zakat
PKPU, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman
atau qardhul hasan sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan
tersebut mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan
hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama.
Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit
terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang
dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti
yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang
berkembang adalah metode produktif, dimana dengan motode ini diharapkan akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan
mustahik kemudian menjadi seorang muzakki. Atas dasar perkembangan metode
distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, maka penelitian
ini mengambil judul :“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI UMAT” ( Studi Pada Lembaga Amil Zakat
PKPU Cabang Makassar )
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka pokok
permasalahan yang akan dibahas adalah :
1. Bagaimana manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar ?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana
zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar ?
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C. Pengertian Judul
Untuk memperjelas dan menyatuhkan paham antara penulis dan pembaca,
maka selanjutnya penulis akan membahas beberapa istilah dari judul skripsi ini,
sebagaimana kita ketahui bahwa judul skripsi ini adalah “Pemberdayaan Zakat
Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat” (Studi Pada Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar).
Untuk memudahkan dalam memahami makna yang terkandung di dalam
judul tersebut, perlu diberikan pengertian atau penjelasan variabel di anggap
penting sebagai berikut :
1. Pemberdayaan berawal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau tenaga.
Sedangkan kata pemberdayaan adalah metode, proses, program, dan gerakan
perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi.4
2. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal
untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan
untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.5
3. Perkembangan adalah proses, cara perbuatan pengembangan pembangunan
secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki.6
4. Ekonomi berasal dari kata bahasa yunani asal katanya ekos nomos yang
berarti tata laksana rumah tangga atau pemilikan.7 Ekonomi adalah ilmu
4 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1982), h. 26.
5 Abdurahman Qadir, Loc. Cit.
6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga
(Jakarta: Balai pustaka, 2003),h. 897.
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mengenai produksi, distribusi, dan pemakaian barang – barang serta kekayaan
seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan.8
5. Ummat adalah para penganut suatu agama atau makhluk manusia.9
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul peneliti, antaranya :
1. Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah oleh Agus Thayib Afifi dan Shabira
Ika. Buku ini mengupas segala hal tentang zakat. Dalil-Dalil dan pengertian
zakat, dasar hukum zakat, serta keutamaan zakat.
2. Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial) oleh Abdurrahman Qadir. Buku
ini menjelaskan tentang konsep zakat yang berorientasi kepada nilai-nilai
keadilan dan komited dengan program pengentasan kemiskinan yang sedang
digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat menuju pemberdayaan ekonomi
umat, di samping fungsi utamanya ibadah kepada Allah SWT.
3. Pendayagunaan Zakat dalam Ransgka Pembangunan Nasional oleh Sjechul
Hadi Permono. Buku ini menjelaskan sistem pendayagunaan zakat secara
produktif dalam rangka memantapkan pembangunan nasional menuju
masyarakat yang adil dan makmur secara merata di seluruh Indonesia.
7 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 4.
8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. cit. h.287.
9 Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. cit. h. 1242.
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4. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam oleh Mustafa Edwin Nasution. Buku ini
menjelaskan pandangan Islam tentang segala kegiatan ekonomi yang
kemudian bermuara pada pembentukan definisi ekonomi islam.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui sistem manajemen yang digunakan Lembaga Amil Zakat
PKPU Cabang Makassar dalam mengelola harta zakat dan khususnya
mengenai pengelolaan zakat produktif.
b. Mengetahui hasil dari metode distribusi produktif terhadap sektor usaha-
usaha yang telah dimodalinya serta perkembangan perekonomian
masyarakat binaannya.
2. Manfaat
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu pengtahuan tentang kajian fiqih muamalah.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi masyarkat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
pemahaman tentang zakat produktif.
2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam
menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu
memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.
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F. Garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri dari empat bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa
garis besar isi skripsi sebagai berikut :
Bab pertama pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
pengertian judul, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis
besar isi.
Bab kedua tinjauan pustaka, penulis akan membahas tinjauan zakat secara
umum termasuk pengertian dan hukum zakat, jenis–jenis harta zakat, orang-orang
yang berhak menerima zakat, tujuan dan fungsi zakat, prinsip dasar manajemen
pengelolaan zakat, konsep Islam tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat
produktif, dan beberapa usaha pendayagunaan zakat produktif.
Bab ketiga metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan
tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, informan penelitian,
jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data.
Bab keempat hasil analisa dan pembahasan menjelaskan tentang gambaran
singkat Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, serta hasil penelitian
berdasarkan teori zakat dan dari praktek yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar dalam pengolaan manajemen zakat produktif dan
perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif.
Bab Lima penutup merupakan rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan
dalam kesimpulan hasil penelitian dan saran.
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BAB II
Tinjauan Umum Tentang Zakat
A. Pengertian dan  Dasar Hukum Zakat
Zakat berasal dari kata “Az-zakah” dalam bahasa Arab. Kata “az-zakah”
memiliki beberapa makna, di antaranya “an-numuww” (tumbuh), “az-ziyadah”
(bertambah), “ath- thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah”
(berkah) dan “ash-shulh” (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai
kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist.10
Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari
harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang
berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu
bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih,
baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk
kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.
Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan
menumbuhkan pahalanya.11 Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan
tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.
10 Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Albana, 2010), h. 2.
11 Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.
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Abu Muhammad Ibnu Quthaibah mengatakan, bahwa : “Lafaz zakat
diambil dari kata zaka yang berarti kesuburan dan penambahan harta yang
dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab kesuburan harta”.12
Menurut Afzalurrahman kata zakat berarti tumbuh, mensucikan, atau
memperbaiki. Kata itu mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah
pembayaran sumbangan wajib zakat dilaksanakan.13
Sementara menurut Muhammad Syalhut Zakat adalah sebagian harta yang
dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara – saudaranya yang fakir dan untuk
kepentingan umum yang menjadi kebutuhan fital bagi masyarakat dalam
pemeliharaan masyarakat itu sendiri.14
A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya
tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.
Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat.
Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk
mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka
penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Berbeda dengan zakat produktif yaitu zakat
yang diberikan kepada Mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan
12 Hasbi Ash – Shiddieqy, Pedoman Zakat, Edisi II (Cet. III; Semarang: Pustaka Rezki
Putri, 1999 ), h. 3.
13 Afzalurrahman, Muhammad sebagai Pedagang ( Cet. I; Jakarta: Yayasan Shoma
Bhuny, 1999 ), h. 146.
14 Muhammad Syalhut, Afatawa, Terjemahan : Bustami A. Gani dkk ( jilid I; Jakarta
Bulan Bintang, 1972 ), h. 138.
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ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi
produktifitas Mustahik.15
Sesuai dengan pengertian terminologis ini, menurut bahasa yang
digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadist, zakat sering disebut juga dengan istilah
ash-shadaqah (sedekah). Kata sedekah yang menempati makna yang sama dengan
kata zakat muncul sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an. Di antaranya seperti yang
berikut ini :









Terjemahnya :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima
sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu di antara
kewajiban- kewajiban pokok dalam Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah
15 Abduracchman Qadir (2001). Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. (Cet.
2;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 165.
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wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah
diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus
merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang
sesuai dengan perkembangan umat manusia.
Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah
diturunkan pada saat Rasulullah Saw. Dan para sahabat ra. Masih berada di
Mekkah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus
dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara
lengkap diturunkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua pasca hijrah.
Perintah ini turun setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat
fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.
Salah satu ayat Al-Qur’an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah
sebagai berikut :




Terjemahnya :
“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'.
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B. Jenis – Jenis Harta Zakat
Di dalam Al-Qur’an, hanya beberapa macam zakat yang disebutkan
sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.16 Seperti :
1. Binatang Ternak (QS. Al- Baqarah /2 : 267)










Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji”.
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil
(kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
2. Emas dan Perak (QS At-Taubah /9 : 34-35)
16 Muhammad Ali Hasan, Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema
Sosial di Indonesia ( cet. I; Jakarta: PT. Kencana, 2006), h. 25.
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















Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia)
dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari
dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu”.
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang
elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang
yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai
harta dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara’
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diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang leburan logam, bejana,
souvenir, ukiran atau yang lain.
Demikian juga harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan,
tanah dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara’ atau dibeli/dibangun
dengan tujuan menyimpan dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan
perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak
diwajibkan zakat atas barang – barang tersebut.
3. Harta Perniagaan (QS. Al-Baqarah /2 : 267)
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-
belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian,
makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara
perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi dan sebagainya.
4. Harta Pertanian (QS. Al-An’am /6 : 141)












Terjemahnya :
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“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak
sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai
ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman
rias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.
5. Ma’din dan Kekayaan Laut (QS. Al-Baqarah /2 : 267)
Ma’din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut
bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer,
giok, minyak bumi, batu-bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu
yang di eksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.
6. Rikaz (QS. At-Taubah /9 : 103)





Terjemahnya :
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
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Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut harta
karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengakui
sebagai pemiliknya.
C. Orang – Orang Yang Berhak Menerima Zakat
Orang – orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur
dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini
diatur dalam Al Qur’an surat At-Taubah ayat 60 :









Terjemahnya :
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Adapun rincian mereka ini adalah sebagai berikut :
1. Fakir
Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan yang
cukup untuk memenuhi segala keperluan pokok dirinya dan orang-orang yang
menjadi tanggungannya.
2. Miskin
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Miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan
tetapi tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pokok dirinya dan orang-
orang yang menjadi tanggungannya.
3. Amil Zakat
Amil Zakat adalah adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan kegiatan zakat seperti mengumpulkan zakat, bendahara,
penjaga, penghitung zakat, pencatat dan pembagi harta zakat.
Syarat Amil Zakat yaitu :
- Islam - Memahami hukum zakat
- Sehat dan baliq - Laki - laki
- Jujur - Sanggup memikul tugas Amil
- Orang merdeka bukan hamba sahaya
4. Orang – orang yang sedang dilunakkan hatinya ( Muallaf )
Muallaf adalah orang yang baru masuk islam. Mualaf dibagi menjadi dua
yaitu muallaf muslim dan muallaf kafir. Pemberian zakat pada muallaf muslim
ditujukan agar hati maulaf menjadi lebih yakin dan mantap pada agama islam dan
lebih bersyukur pada Allah SWT. Sedangkan pemberian zakat pada mualaf kafir
adalah mualaf kafir diharapkan keislamannya dan mencegah kejahatan kaum kafir
pada umat muslim.
5. Budak ( Hamba Sahaya )
Budak dibagi menjadi dua yaitu budak mukattab dan budak biasa. Budak
mukattab adalah budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan
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bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Budak biasa adalah budak
yang akan merdeka apabila telah dibeli dari tuannya.
6. Gharimin
Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya.
Orang yang berhutang yang termasuk gharim adalah berhutang untuk
mendamaikan sengketa, menutup hutang orang lain, hutang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri, penjual kecil yang meminjam modal, dan hutang untuk
membebaskan diri dari maksiat.
7. Orang – orang yang berjihad di jalan Allah ( Sabilillah )
Adalah orang – orang yang berjihad untuk membela dan menegakkan
kalimat Islam dimuka bumi ini yang tidak mendapat gaji atau upah dari
pemerintah meskipun mereka kaya, termasuk juga segala bentuk peperangan yang
menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam.
8. Ibnu Sabil
Adalah orang-orang yang melakukan perjalanan. Para ulama membagi
menjadi 2 golongan yaitu yang melakukan perjalanan di tanah airnya sendiri dan
di negeri orang lain.
D. Tujuan dan Fungsi Zakat
Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen.
Kewajiban zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang
membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak
hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial.
Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara
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konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan
kemiskinan.17 Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan
menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini
merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari
kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial
islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu
sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang
dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan
tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula
dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam
program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat
produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.
Ali mengemukakan tentang pensyariatan zakat ditinjau dari tujuan yang
dapat dirasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain18 :
1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup
dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil
dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan
manusia pada umumnya.
17 Abdurahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial (Cet.2; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001), h. 83-84.
18 Ibid. h. 19.
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4. Menghilangkan sifat kikir dan atau pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang
miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam
suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama
pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan
hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
Sayyid Quthb menyebutkan ada 2 fungsi utama yang mengindikasi zakat
ini :
1. Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta’min al-ijtima’iy) dalam masyarakat
muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalahnya,
orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki
kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang
berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima’iy), karena
memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan
mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban
membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.
E. Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat
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Dalam lembaga zakat ada 4 prinsip yang harus dipahami diantaranya :
prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.19
a. Prinsip rukun Islam
Prinsip rukun Islam yaitu prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lima
rukun Islam secara baik dan seimbang, artinya pelaksanaan kelima rukun Islam
tersebut secara menyeluruh.
b. Prinsip moral
Prinsip moral menyangkut pada moral amil dalam mengelola dana zakat
sebagaimana yang telah disebutkan syarat – syarat amil.
c. Prinsip lembaga
Ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki lembaga zakat
agar bisa dipercaya oleh donator dan masyarakat prinsip tersebut adalah figur
yang tepat, non politik, non golongan, dan independen.
1) Figur yang tepat
Bagi lembaga zakat sebaiknya menempatkan orang yang professional
meskipun tidak terkenal. Karena SDM sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah
lembaga.
2) Non – politik
19 Eri Sudewo, Manajemen zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip dasar
(Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 30.
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Lembaga zakat tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. Tetapi lembaga
zakat harus mengetahui politik. Seharusnya sangat dipahami, sehingga bisa
mencegah jika ada pihak–pihak yang ingin mempolitisi lembaga zakatnya.
3) Non – golongan
Lembaga zakat tidak boleh mementingkan satu golongan atau
menelantarkan kelompok yang lain karena berbeda latar belakang. Zakat
ditujukan untuk delapan Asnaf (mustahiq), tidak boleh dilebihkan atau dikurangi.
4) Independen
Maksud dari independen adalah tidak tergantung pada pihak lain. Bagi
amil tujuan zakat adalah membebaskan amil dari ketergantungan pihak manapun
bahkan dari donator sekalipun. Sebesar apapun zakat yang diterima oleh amil,
muzakki tidak bisa meminta suatu konsensi khusus. Dengan tidak adanya
ketergantungan amil (LAZ) pada pihak lain mereka berhak menentukan kebijakan
organisasi sesuai dengan kondisi organisasi tersebut.
Secara harfiah dalam bentuk harta, zakat menjadi hak milik mustahik.
Namun berdasarkan kepentingan zakat dimiliki seluruh masyarakat tanpa
terkecuali. Muzakki tidak boleh tergantung pada satu atau dua lembaga, bahkan
dalam kondisi tertentu dia dapat menyalurkan zakatnya langsung kepada
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mustahiq. Bagi amil, zakat membebaskan ketergantungannya pada muzakki, dan
bagi mustahiq adalah haknya tanpa perlu tergantung pada amil dan muzakki.
5) Netral obyektif
Perbedaan dalam manajemen terjadi karena situasi yang berbeda
menyadari praktek lembaga zakat, amil harus menyadari tumbuhnya perbedaan di
lapangan. Jika masalahnya khilafiyah sebaiknya netral. Tetapi jika masalahnya
berkaitan dengan hal prinsip, amil tidak lagi netral tapi harus obyektif.
d. Prinsip manajemen
Di antara sejumlah kiat yang telah dibakukan, ada 2 gaya manajemen yang
menarik untuk dikemukakan yaitu management by result dan management by
process.
1) Manajement by result ( MBR )
Menurut sudewo management by result adalah “ gaya manajemen yang
lebih menekankan pada hasil “.20 Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau
bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil,
seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Orientasi MBR memang lebih
jangka pendek. Yang penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya ini
lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit
semata.
2) Management by process ( MBP )
20 Ibid. h. 55.
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Dalam buku manajemen zakat dijelaskan bahwa “ gaya management by
process tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada
pentingnya penataan proses.21 Pada dasarnya MBP lebih berorientasi pada jangka
panjang. Bagi MBP memang tidak bisa di abaikan bahkan itu menjadi komponen
paling penting.
Menurut penulis, gaya MBP lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat.
Nilai sebagai landasan utama lembaga zakat sesuai dengan karakter dasar MBP.
Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen
pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana di ungkapkan oleh Suyitno
yaitu :
a) Amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan
masyarakat.
b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap
professional dari semua pengurus lembaga amil zakat.
c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam
pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses muzakki
untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya
terhadap lembaga.
Dengan terlaksananya tiga pilar utama dalam pengelolaan manajemen
zakat maka akuntabilitas zakat akan tercapai. Muzakki semakin percaya dengan
kinerja yang dijalankan oleh lembaga.
21 Ibid, h. 56.
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F. Konsep Islam Tentang Pengelolaan Zakat
Agaknya banyak kalangan pesimis dengan manajemen pengelolaan zakat
yang dilakukan umat Islam, terutama di Indonesia khususnya, karena tidak
terorganisir secara kelembagaan dan garis koordinasi yang jelas dan tegas, serta
tidak dilengkapi dengan personalia yang terampil dan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang zakat.
Pengelolaan zakat secara professional memang membutuhkan tenaga
terampil, menguasai masalah-masalah yang sangat erat kaitannya dengan
manajemen dan zakat. Dan minimal ia memahami hal-hal yang prinsip seperti
muzakki, mustahik, haul, nisab dan persentasenya. Selain itu amil zakat perlu
insan jujur dan amanah serta penuh dedikasi. Tidak bisa kita bayangkan bila
pengelola tidak memiliki kriteria seperti yang disebutkan di atas kemungkinan
besar akan terjadi mismanajemen, begitu pula sulit dibayangkan kalau pengelola
zakat tidak penuh dedikasi, bekerja dengan penuh ikhlas karena Allah SWT
niscaya akan banyak akses yang terjadi. Dan lebih berbahaya lagi bila amil tidak
jujur dan amanah, kemungkinan yang terjadi zakat tidak sampai kepada mustahik,
melainkan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan individu amil.22
Sehubungan dengan hal tersebut maka tenaga terampil yang menguasai
masalah yang berhubungan dengan zakat termasuk dengan manajemennya,
memiliki sifat jujur, amanah dan penuh dedikasi sangat dibutuhkan dalam
22 Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh Sosial ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994 ), h. 152.
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pengelolaan zakat yang professional.23 Terutama dalam hal mengelola zakat
produktif, dimana amil harus mengambil peranan yang besar dan aktif melakukan
pendataan terhadap muzakki, aktif mengadakan riset agar pendistribusian dan
pendayagunaan zakat sesuai dengan Muqasid al-Syariyah serta memberikan spirit
dan kepercayaan terhadap amil.
Bagaimana seharusnya zakat dkelola agar terkoordinasi dengan baik dan
dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok mustahik. Untuk menjawab
pertanyaan tersebut tentu kita perlu bercermin pada manajemen pengelolaan zakat
pada masa Rasulullah Saw. Dan pada masa khalifah.
Pada masa Rasulullah dan sahabatnya, zakat merupakan suatu lembaga
atau institusi milik Negara, sehingga sudah menjadi kewajiban Negara untuk
menghitung kewajiban zakat para warga Negara serta mengumpulkannya. Nabi
dan para khalifah membentuk institusi yang disebut lembaga atau badan amil, dan
masing-masing Gubernur melakukan hal yang sama di wilayahnya.24 Tentang
petugas pengumpul data dan pembagi zakat biasanya disebut amil. Menurut MA.
Sahal Mahfudh hal ini sungguh salah kaprah. Yang dimaksud amil sebagai asumsi
masyarakat kita di Indonesia umumnya barulah para panitia zakat, sedang amil
diangkat oleh pemerintah. Dan hanya amil yang diangkat oleh pemerintahlah yang
boleh mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan atau institusi apapun
23 Ibid.
24 M. Amin Rais, Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan,
1998 ), h. 132.
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tidak berhak membentuk amil zakat amil zakat.25 Hal ini dilakukan dalam konteks
daulah Islamiyah bukan dalam konteks Negara Indonesia.26
Bila dalam suatu komunitas muslim pemerintahannya tidak memiliki
badan resmi pengumpul zakat secara nasional atau bagi komunitas muslim yang
bermukim di Negara-negara sekuler atau Negara komunis, maka pengumpulan
dan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh kelompok individu muslim atau
institusi-institusi tertentu untuk kepentingan Islam.27
Hadist yang diriwayatkan melalui Muaz bin jabal ketika diutus ke yaman
juga memberikan asumsi bahwa pengelolaan zakat baru dapat berjalan secara
optimal apabila dilakukan oleh lembaga khusus yang dapat melakukan
penyuluhan dan riset. Dan lembaga tersebut agar dapat memiliki legitimasi yang
kuat serta berwibawa harus dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah
mengadakan dirjen khusus zakat dan wakaf atau kementrian zakat dan wakaf
sebagaimana di mesir.
G. Pendistribusian Zakat Produktif
Dalam sub bab ini penulis akan mengemukakan bagaimana pola
pendistribusian zakat, apakah dibagikan kepada semua kelompok mustahik yang
delapan secara merata atau perlu ada prioritas khusus kepada kelompok tertentu
sementara yang lain dianggap tidak berhak lagi karena sudah tidak relevan dengan
25 Sahal Mahfud, Op. cit., h. 151.
26 Di Indonesia sebenarnya telah ada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat, namun hingga saat ini pemerintah belum membentuk lembaga zakat secara
nasional yang melakukan koordinasi dari pusat hingga ke unit-unit yang ada di desa atau instansi
pemerintah dan swasta.
27 Amin Rais Loc. cit
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kondisi atau bagian mereka dikurangi karena dianggap tidak lebih penting dari
yang lain. Kalau kita merujuk kepada QS. At-Taubah (9): 60. Maka zakat wajib
diberikan kepada delapan asnaf baik zakat mal maupun zakat fitri, demikian
menurut mazhab Syafi’i, dengan alasan bahwa ayat yang menjelaskan tentang
mustahik menggunakan lam al-Tamlik sehingga semua kelompok memiliki hak
yang sama karena dihubungkan wauw al-Atf yang menunjuk kesamaan tindakan.
Penulis juga sependapat tentang perlu adanya skala prioritas dalam
pendistribusian dan pendayagunaan zakat baik itu dilakukan dalam usaha-usaha
produktif maupun pembagian yang sifatnya konsumtif. Dan zakat dapat juga
dibagikan hanya kepada kelompok tertentu saja dalam masyarakat dengan
meniadakan bagian kelompok lain. Kenyataan dalam sejarah menunjukkan hal itu
pernah terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, dimana Umar Bin Khattab
pernah meniadakan bagian muallaf karena dianggapnya Islam sudah jaya dan
tidak memerlukan lagi simpatisan dari non muslim. Pemberian untuk mereka
diberikan oleh Rasulullah dan Khalifah Abu bakar r.a, dikarenakan umat Islam
pada masa itu masih lemah bahkan di awal pemerintahan Abu bakar terdapat
kelompok tertentu yang enggan membayar zakat. Sehingga ketika illatnya tidak
ada, maka gugurlah hak mereka. Demikian pula untuk kelompok budak. Di
Indonesia tidak ada perbudakan yang ada hanya para baby sisters dan pembantu
rumah tangga, mereka tidak sama dengan budak sehingga bagian budak dalam
pembagian zakat gugur.
Pendistribusian juga harus dilakukan berdasarkan riset terutama yang
menyangkut usaha-usaha produktif. Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat
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menunaikan kewajiban zakatnya secara murni dan konsekuen, sehingga zakat
yang menjadi asset umat dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Dalam
kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik
yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal,
yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-
pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan
dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi
kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah
dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil
Zakat.
Menurut K.H. Didin Hafidhuddin,M.Sc.,, BAZ ataupun LAZ, jika
memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan
dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para
mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan
pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas
keimanan dan keIslamanannya. Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat
produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis
untuk anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, pendataan keluarga miskin ini
harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang
tidak berhak.
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Zakat memiliki dimensi sosial disamping juga memiliki dimensi mahdhah,
maka ia harus dikelola dengan manajemen modern dan profesional adapun pola
pendistribusian selama ini dapat digolongkan kepada empat kategori, yaitu:
1. Bersifat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada
mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti
zakat fitri yang diberikan kepada fakir miskin menjelang hari raya fitri, atau
zakat harta yang diserahkan kepada korban bencana.28
2. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada mustahiq secara
langsung dalam wujudnya yang lain seperti dalam bentuk perlengkapan
sekolah atau pemberian beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa yang
dianggap mustahik.
3. Bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahiq dalam
bentuk barang-barang produktif, seperti kambing ternak, sapi ternak, mesin
jahit, komputer, atau alat-alat pertukangan dan sebagainya sesuai dengan
keterampilan atau skill mustahik. Pemberian zakat dalam bentuk ini ia akan
mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha produktif atau lapangan kerja
baru bagi fakir miskin.
4. Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang
dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial seperti sekolah
bebas iuran atau rumah sakit berobat untuk kalangan ekonomi lemah atau
menambah modal pedagang atau membantu modal pengusaha kecil.29
28 Muhammad Daud Ali, Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press,
1988), h. 62.
29 Ibid, h. 63.
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H. Beberapa Usaha Pendayagunaan Zakat Produktif
Pelaksanaan ibadah zakat bagi bangsa Indonesia, mempunyai fungsi
ganda, baik sebagai penunaian ibadah yang diperintahkan Allah SWT. Maupun
sebagai upaya nyata keikutsertaan menyukseskan pembangunan nasional. Hal ini
dapat tercapai jika umat Islam ikut memecahkan berbagai permasalahan
pembangunan nasional dewasa ini, seperti bangunan pendidikan, peningkatan
ekonomi masyarakat, penyediaan sarana peribadatan, pengadaan fasilitas
kesehatan, mengatasi pengangguran, dan lain-lain.
Kendati yang menjadi masalah dalam keikutsertaan pelaksanaan
pembangunan adalah perlunya dana yang memadai. Untuk itu, zakat dan amal
sosial lainnya perlu dikembangkan agar selain mengatasi kemiskinan secara
langsung, dapat pula digunakan untuk kesejahteraan lainnya secara tidak
langsung.
Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, maka model pembangunan
dan sistem ekonomi Islam merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagai alat
untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini.
Tonggak utama sistem ekonomi Islam adalah sistem zakat, dimana
pemanfaatannya jika dilakukan secara efektif dan pendayagunaan secara terarah,
maka akan dapat memberi bentuk dan warna terhadap pembangunan yang sedang
dilaksanakan.
Berbagai usaha pengembangan zakat yang telah dilakukan di beberapa
daerah telah dibentuk BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah). Dengan
43
hadirnya lembaga ini, hasilnya cenderung naik dari tahun ke tahun, seperti di Jawa
Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Zakat menunjukkan hasil yang
meningkat setelah dilakukan pengorganisasian oleh pemerintah.30 Karena itu,
lembaga amil zakat seyogyanya dikembangkan menuju bait al-mal, sehingga
dapat menjadi lembaga dana sosial dan keagamaan yang modern. Di samping itu,
masalah yang perlu pula diperhatikan dalam pengorganisasian zakat adalah
masalah manajemen dan administrasi, karena perkembangan suatu organisasi
sangat ditentukan oleh kedua faktor itu, manajemen yang baik dan pengelolaan
administrasi yang rapih, disamping bertujuan untuk memanfaatkan zakat seefektif
mungkin, juga dimaksudkan untuk menarik simpatik dan meyakinkan para wajib
zakat. Karena itu, personil yang diperlukan untuk mengelola pengorganisasian
zakat adalah cakap dan terampil serta berakhlak mulia dan diupayakan melibatkan
unsur-unsur yang dominan dikalangan masyarakat, yaitu ulama, pemerintah dan
cendikiawan, utamanya yang ahli dibidang ekonomi dan kemasyarakatan.
Keberhasilan pengelolaan zakat, tergantung kepada pendayagunaan dan
pemanfaatannya. Meskipun seorang wajib zakat mengetahui dan mampu
memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tetapi tidak dibenarkan
untuk diserahkan kepada sembarang orang yang disukai. Zakat harus diberikan
kepada yang berhak yang sudah ditentukan oleh agama dengan pemanfaatan yang
efektif.
30 Lihat Tim Penyusun ( K.H. Syukri Gozali et al. ), Pedoman Zakat Seri 2 Metode
Penyuluhan (ttp.: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1983/1984), h. 365.
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Dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan,
maka perlu diusahakan pendayagunaan zakat yang berlangsung secara kontinyu,
dalam artian pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan mengarah kepada
usaha-usaha yang produktif. Pemanfaatan zakat dewasa ini seyogyanya tidak
sekedar disampaikan begitu saja kepada fakir miskin, tetapi diarahkan agar zakat
dapat membebaskan mereka dari sari kekafirannya, sehingga dapat menempu
hidupnya secara lebih baik.
Adapun syarat – syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat
adalah :
1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak
diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras,
daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga
tidak boleh menjual belikan barang-barang syubhat seperti rokok, kartu remi
dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin
yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil
tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.
Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka
langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat
dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini
sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam
melakukan usaha.
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Rumusan-rumusan pendayagunaan zakat yang diutarakan diatas, hanyalah
merupakan konsep di atas kerja saja, jika kesadaran umat Islam untuk
mengeluarkan zakat itu masih sangat rendah. Karena itu, salah satu usaha yang
paling penting pelaksanaannya adalah bagaimana terlebih dahulu menumbuh
kesadaran umat Islam agar dapat menunaikan kewajiban zakatnya. Sebab
bagaimanapun baiknya konsep atau program, bila tidak ditunjang oleh dana yang
memadai, maka hanya merupakan cita – cita belaka.
Dari keterangan – keterangan yang diuraikan diatas, maka dapatlah
dipahami bahwa jika pendayagunaan zakat dilakukan dan dikembangkan dengan
berbagai usaha manusia, maka ajaran sosial dapat dirasakan baik para mustahik itu
sendiri maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian,
kebahagiaan dan kesejahteraan yang senantiasa di dambakan manusia, dapat
merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar kecamatan tamalate kelurahan pabaeng-baeng Jl. Andi Tonro No. 35
Kota Makassar.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif,
yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang manajemen zakat
produktif dan perkembangan dan keadaan mustahik yang diberi zakat produktif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian
deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori
suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu  kejadian dari sebuah fenomena.31
C. Objek Penelitian
31 Suharsimi Arikunto, manajemen Penelitian (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
h.108.
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Objek dari penelitian ini adalah karyawan/pegawai Lembaga Amil Zakat
PKPU Cabang Makassar. dan kelompok binaan program zakat produktif
(mustahik).
D. Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan
menguasai pengelolaan program zakat produktif. Penentuan informan dilakukan
dengan menggunkan teknik representatif (mewakili). Adapun informan kunci
dalam hal ini kepala Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar dan informan
biasa yakni staf bidan penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah), staf bidang
pendayagunaan, dan staf keuangan & administrasi sedangkan informan lainnya
adalah mustahik yang diberi zakat produktif dalam hal ini diwakili sejumlah 5
orang. Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang.
Karakteristik informan yang terlibat dalam penelitian Pemberdayaan Zakat
Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat” (Studi Pada Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar) yaitu:
Tabel 1.1 Karakteristk Informan Penelitian
No Nama Informan Umur (Tahun) Jabatan Pend. Terakhir
1. Muh. Yusuf 33 Tahun Kepala Cabang D3
2. Arman 26 Tahun Pendayagunaan S1
3. Hasdar 28 Tahun Penghimpunan S1
4. Lilis Sumarni 33 Tahun Keuangan &
Administrasi
S1
5. Rabbaniah 32 Tahun Mustahiq SMU
6. Farida 35 Tahun Mustahiq SMU
7. Murni 31 Tahun Mustahiq SMP
8. Hariah 38 Tahun Mustaiq SMP
9. Samsinar 32 Tahun Mustahiq SMP
Sumber : Data Primer, 2012
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E. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individu
atau perseorangan. Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama
yaitu dari Lembaga Amil Zakat PKPU dan masyarakat binaan Lembaga Amil
Zakat PKPU. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara mendalam dengan
beberapa pegawai lembaga tersebut dan beberapa mustahik yang ikut dalam
program masyarakat binaan Lembaga Amil Zakat PKPU.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data primer yang yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya. Adapun
data sekunder ini meliputi buku yang berkaitan dengan topik penelitian, profil &
laporan kegiatan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. serta laporan-
laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif.
E. Metode Pengumpulan Data
Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri tanpa maksud mengurangi
prosedur yang berlaku. Metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara (Interview)
Metode ini digunakan untuk mengetahui data sebagai berikut :
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1. Informasi tentang manajemen baik secara administratif dan praktis tentang
Lembaga Amil Zakat PKPU dengan sumber data para pegawai Lembaga
Amil Zakat PKPU.
2. Informasi perkembangan dan keadaan mustahik dibawah binaan Lembaga
Amil Zakat PKPU, dengan sumber informasi para mustahik itu sendiri dan
informasi dari para pegawai Lembaga Amil Zakat PKPU.
b. Pengamatan (Observasi)
Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung
mengenai proses pengelolaan dan distribusi zakat, hal ini dilakukan untuk
mengetahui secara pasti dan langsung pengeloaan zakat di Lembaga Amil Zakat
PKPU.
c. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data (informasi) tertulis.
Adapun data yang diperlukan adalah :
1. Tentang teori zakat dan amil zakat melalui buku-buku tentang zakat.
2. Tentang program kerja dan data lainnya tentang Lembaga Amil Zakat PKPU
melalui buku-buku laporan administratif.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Lembaga, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Aktivitas
Lembaga
1. Sejarah Singkat Lembaga
Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU lahir dari krisis multidimensi yang
melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga tahun 1999, yang diperparah dengan
berbagai musibah bencana alam maupun kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut
di bentuk Yayasan PKPU melalui akte Notaris tanggal 10 Desember 1999 sebagai
lembaga sosial pengelola bantuan masyarakat Indonesia maupun luar negeri.
Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat
yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana
ZISnya untuk memberdayakan masyarakat miskin. 8 Oktober 2001, PKPU
mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK.
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Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat
kepada PKPU semakin besar. Pada hari Selasa, 22 Juli 2008, Lembaga
Kemanusiaan Nasional PKPU telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga
dengan status “Special Consultative Status” dari Economic and Social Council
(Ecosoc).
Akreditasi Lembaga
1. Lembaga Amil Zakat Nasional berdasar SK Menteri Agama No. 441 tahun
2001
2. Organisasi Sosial Nasional sesuai SK Mensos RI No.08 / HUK / 2010
3. NGO in Special consultative status with Economic Social Council of United
Nations pada bulan Agustus 2008.
Aktivitas Utama
1. Mengelola Dana Zakat Infaq, Shadaqah dan Wakaf/ZISWAF
2. Mengelola Dana Corporate Sosial Responsibility ( CSR )
3. Mengelola Program SQN ( Sebar Qur’an Nusantara )
3 Program  Utama
1. Penanganan bantuan bencana,
2. Rehabilitasi,
3. dan pemberdayaan komunitas (community development)
7 Program Unggulan :
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1. PRBBK ( Pegurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas )
2. Prosmiling ( Program Kesehatan Masyarakat Keliling )
3. Budarzi ( Ibu Sadar Gizi )
4. Komunitas Hijau
5. Prospek ( Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi )
6. SBK ( Sekolah Berbasis Komunitas )
7. BBY ( Belanja Bareng Yatim )
Program Ramadhan
1. Benah Mushallah
2. SQN ( Sebar Qur’an Nusantara )
3. BBY ( Belanja Bareng Yatim )
4. Paket Idhul Fitri
5. Paket Buka Puasa Bersama
6. Tebar Zakat Fitrah & Fidyah
2. Visi dan Misi
a. Visi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar adalah Menjadi lembaga
terpercaya dalam membangun kemandirian.
b. Misi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar yaitu:
1) Mendayagunakan program rescue, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk
mengembangkan kemandirian.
2) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah
dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
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3) Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat
penerima manfaat (beneficiaries).
3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
Struktur organisasi adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat
menunjang suksesnya suatu lembaga amil zakat. Oleh karena itu struktur
organisasi perlu disusun dengan baik dan disertai dengan pembagian tugas dan
tanggung jawab yang jelas kepadai pegawai dalam menjalankan kegiatan, tanpa
adanya suatu organisasi yang mantap dapat mengakibatkan kesimpangsiuran
dalam mengoperasikan jalannya suatu lembaga khususnya lembaga amil zakat.
Adapun struktur organisasi yang diterapakan di Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar sebagai berikut :
a. Dewan Syariah Pusat
1. Prof. DR. Surahman Hidayat, M.A
2. Prof. DR. Ahmad Satori Ismail, M.A
3. Dr. Agus Setiawan, M.A
4. H. M. Suharsono, Lc, M. ESy
b. Dewan Penasehat Organisasi
1. Prof. DR. Ahmad Sewang, M.A
2. Prof. DR. dr. Veni Hadju, M.PH
c. Dewan Pengurus Cabang
1. Kepala Cabang : Muhammad Yusuf
2. Kepala Bidang Fundrising : Hasdar,S.komp
 Divisi CRM (Customer Relationship Management) : Tina Musfirah
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 Divisi Ritel / Tabung Peduli : Juniawal,S.Pdi
3. Kepala Bidang keuangan & Aministrasi : Lilis Sumarni, S.E
4. Kepala Bidang Pendayagunaan : Arman, S.Kep
 Divisi Kesehatan lingkungan & Pendidikan : Andi Evi, A.md.Kep
 Divisi Bencana & Ekonomi : Arman, S.Kep
Berikut bagan struktur organisasi di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar :
Dewan Syariah Pusat
Prof. DR. Surahman Hidayat, M.A
Prof. DR. Ahmad Satori Ismail, M.A
Dr. Agus Setiawan, M.A
H. M. Suharsono, Lc, M. ESy
Dewan Penasehat Organisasi
Prof. DR. Ahmad Sewang, M.A
Prof. DR. dr. Veni Hadju, M.PH
Kepala Cabang
Muhammad Yusuf
Bidang Fundrising
Hasdar,S.komp
Bidang keuangan &
Aministrasi
Lilis Sumarni, S.E
Bidang
Pendayagunaan
Arman, S.Kep
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4. Aktivitas Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
a. Penghimpunan
Penghimpunan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dana zakat
dari muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq. Dalam rangka menghimpun
zakat Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mengadakan beberapa
kegiatan di antaranya adalah :
1) Galang Dana (Donatur)
Galang dana merupakan cara untuk menghimpunan dana zakat dari
muzakki mulai dari sosialisasi sampai dana diterima oleh Lembaga Amil Zakat
(LAZ). Beberapa kegiatan yang dilakukan lembaga untuk penggalangan dana (
Donatur ) adalah sebagai berikut :
a) Sosialisasi (advertising)
Sosialisasi merupakan salah satu bentuk dakwah kepada masyarakat
dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Jika suatu
perusahaan besar mengenalkan produknya kepada publik dengan iklan atau
promosi di media cetak maupun elektronik, Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
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Makassar mengenalkan produknya ( zakat ) dengan melalui pengajian umum,
majalah, buletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing.
Tujuan dari sosialisasi zakat adalah untuk mengenalkan zakat sebagai
rukun Islam yang ke tiga. Walaupun sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah
mengetahui bahwa zakat rukun Islam yang ke tiga akan tetapi mereka belum
menjalankannya dengan maksimal.
b) Kerjasama Dengan Mesjid / Mushalla dan Sekolah
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar menjalin kerja sama
dengan mesjid / mushalla dengan cara membangun gray zakat center di sekitar
mesjid yang di tempati sholat jumat dan di ikuti dengan prosmiling ( Program
Kesehatan Masyarakat Keliling ) dan kerjasama dengan mitra sekolah dengan cara
menghimpun dana dari siswa maupun orang tua siswa melalui tabungan peduli.
c) Pemanfaatan Rekening bank
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar membuka rekening bank
untuk memudahkan muzakki membayarkan zakatnya. Pola yang dilakukan
dengan cara auto debet langsung dengan memotong gaji/uang direkening donator
dan menerima transfer dana/uang dari donator. Dalam hal ini Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang. Makassar bekerja sama dengan bank – bank yang ada
dimakassar yaitu bank Mandiri, Muamalat dan BCA.
d) Recruiting
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Recruiting yang dimaksud adalah perekrutan muzakki. Perekrutan ini
biasanya dilakukan penarik ( amil) dibagian penghimpunan secara door to door
ataupun meminta data dari donator sebelumnya.
Adapun proses penghimpunan zakat dari muzakki adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1 Alur penghimpunan dana zakat dari muzakki ke LAZ PKPU Cabang
Makassar ( Sumber : Bapak Hasdar, 21 Juni 20012 )
Keterangan :
(1) Muzakki membayar zakatnya dengan cara dijemput oleh penarik (Amil)
secara door too door.
(2) Muzakki membayar zakatnya melalui rekening bank.
(3) Penarik (Amil) menyerahkan dana zakat tersebut kepada bidang keuangan &
administrasi untuk dikelola dan didistribusikan kepada mustahiq.
2) Silaturahmi
Silaturahmi merupakan salah satu sarana untuk mempertemukan pengurus
Lembaga Amil Zakat, muzakki, dan mustahiq dan salah satu cara untuk
mempertahankan donator–donator yang ada. Dalam hal ini pihak Lembaga Amil
Zakat PKPU mengikut sertakan muzakki dalam pemberian beasiswa ke sekolah–
sekolah, belanja bareng anak yatim, dll. Untuk mempertahankan donator pihak
Lembaga Amil Zakat PKPU melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah donator
Muzakki
Penarik/Amil
A
Rekening
Bank
Keuangan &
Administrasi
LAZ PKPU
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3 kali dalam setahun, memberikan hadiah seperti majalah zakat, sms dakwah tiap
hari ke donator, dan melaporkan hasil donasi donator 3 bulan sekali.
b. Pengelolaan
Pengelolaan di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar yang sangat
berperan adalah bidang keuangan & administrasi kaerna berkaitan dengan
keuangan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilis Sumarni selaku bidang
keuangan & administrasi bahwa pengelolaan selama ini berjalan dengan lancar
tidak ada kendala yang besar. Hal ini karenakan pembuatan laporan keuangan
dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada pengurus setiap tiga bulan pada saat
rapat rutin pengurus Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.
Pengelolaan keuangan ini meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dan
pengeluaran. Penerimaan yaitu ketika dana zakat pertama kali diserahkan oleh
muzakki melalui penarik kepada pengurus samapi dana tersebut di keluarkan.
Sedangkan pengeluaran dimulai ketika mustahiq mengajukan permohonan kepada
pengurus atau takmir sampai dana tersebut dikeluarkan. Berikut skema
pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar :
Gambar 2.2 Proses pengelolaan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
(Sumber: Ibu Lilis Sumarni, 28 Juni 2012)
Penarik/Amil
Rekening
Bank
Keuangan &
Administrasi
LAZ PKPU
Penyaluran
Program
Operasional
Lembaga
Hak Amil
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Keterangan:
1) Dana zakat yang diterima oleh penarik/amil atau bank diserahkan kepada
keuangan & administrasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.
2) Keuangan & administrasi mengelola dana tersebut dan dibagi kepada beberapa
pos yang ditujukan secara umum untuk penyaluran program, operasional
lembaga, dan hak amil.
c. Pendayagunaan
Pendayagunaan adalah suatu inovasi yang direncanakan oleh pengurus
untuk mendistribusikan zakatnya kepada mustahiq. Sehingga dana zakat tersebut
lebih bermanfaat bagi mustahiq, muzakki, maupun amil.
d. Pendistribusian
Pendistribusian adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahiq (delapan
asnaf) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Proses pendistribusian
zakat kepada mustahiq di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar dengan
dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Adapun dana zakat yang didistribusikan
sesuai dengan program pendayagunaan diantaranya adalah untuk pendidikan,
permodalan, kesehatan, pembangunan, sosial dan lain-lain. Divisi pendayagunaan
dan pendistribusian sangat berkaitan, suksesnya distribusi tergantung program
pendayagunaan. Berikut skema distribusi zakat :
Muzakki Amil
Mustahiq
q
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Gambar 2.3 Skema Distribusi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
(Sumber wawancara dengan Bapak Arman, 21 Juni 2012)
Skema diatas menggambarkan proses pendistribusian Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar selama ini. Zakat didistribusikan kepada mustahiq
dengan dua cara atau dua model yaitu konsumtif dan produktif. Untuk didistribusi
zakat yang produktif diberikan kepada mustahiq yang mengajukan dan
membutuhkan bantuan pinjaman modal usaha.
B. Manajemen Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar merupakan salah satu
lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam
pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Menurut G.R.Terry, fungsi
manajemen ada empat macam yakni perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), Penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling) yang
disingkat dengan POAC.32 Adapun penerapan program zakat produktif ini
menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:
1) Perencanaan (Planing)
32 G.R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen. (Bandung: Penerbit alfabeta, 2009), h. 35.
Konsumtif Produktif
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Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk
memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil
yang optimal. Menurut Hani Handoko perencanaan merupakan sekumpulan
kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana,
dan oleh siapa.33
Adapun perencanaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut :
“perencanaan program zakat produktif ini dilakukan setiap satu tahun
sekali dan setiap tiga bulan sekali kami evaluasi dan kami kuotakan untuk
zakat produktif ini kurang lebih 60 % dari perolehan dana zakat LAZ
PKPU.”34
Perencanaan zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar dimulai dengan assessment terhadap kelayakan mustahik. Berikut hasil
kutipan wawancara dengan informan:
“Kita lakukan dulu assessment. Assessment itu uji kelayakan dari setiap
mustahik. Kita lihat dulu apa yang dibutuhkan mustahik. Setelah melihat
kebutuhannya, lihat potensi & kondisi ekonomi . Jangan sampai kita
memberikan bantuan kepada mustahik namun mereka tidak
membutuhkannya atau kita memberikan program namun programnya
tidak menarik. Salah satu contoh program dalam zakat produktif disebut
IVC (Indonesia Village Care) atau desa binaan”.35
33 Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BFE-yogyakarta, 1984), h. 77.
34 Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, hasil wawancara 12
juni 2012.
35 Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil wawancara 12
Juni, 2012.
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Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja
untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula
kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut KSM (kelompok
swadaya masyarakat) Sakinah. Kelompok ini bergerak dalam usaha penjualan
barang jadi, makanan jadi, pakaian jadi dan berbagai usaha lain. Hal ini
menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar telah
melakukan perencanaan terhadap program zakat produktifnya
Adapun program-program yang dilakukan Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait
dengan pemberian bantuan pinjaman modal, pemberian life skill (keterampilan)
dan pemberdayaan mental & spiritual Muztahik. Hal ini dapat diketahu melalui
hasil wawancara kepada informan.
“Program zakat produktif ini berusaha meningkatkan mustahik menjadi
mu’tafi dan akhirnya bisa menjadi muzzaki. Progarm pemberdayaan ini
terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait
dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan mental & spiritual.
Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan  secara
mental spiritual, kita memberikan pengajian  yang dilaksanakan per
pekan”.36
Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual mustahik agar dapat
membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah
karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan
manakala mental spiritual tidak diperbaiki.
36 Muhammad Yusuf, Kepala cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil wawancara 12
juni, 2012.
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Adapun yang membuat perencanaan program zakat produktif adalah
kepala cabang bersama pegawai-pegawainya. Berikut hasil wawancara dengan
informan:
“Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola LAZ PKPU
Cabang Makassar yang mana diperoleh  dari diskusi pegawai-pegawai
harian beserta kepala cabang. Hal ini dituangkan dalam perencanaan
tahun ini  atau awal tahun untuk program mendatang”.37
Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat
produktif melibatkan semua pihak yang ada di Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar.
2) Pengorganisasian (Organizing)
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat ash-Shaff: 4 sebagai berikut:




Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh”.
37 Muhammad yusuf, Kepala cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil wawancara 12
Juni, 2012.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat,
dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika
tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan
kokoh.
Pembagian kerja pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi
dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari kepala cabang
dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang
diperoleh dari informan berikut ini :
“di LAZ PKPU Cabang Makassar itu terdiri dari kepala cabang dan ada
tiga bidang dan empat divisi : pertama kepala cabang,kedua bidang
fundrisnig, ketiga bidang pendayagunaan,divisi CRM, divisi ritel, divisi
kesehatan lingkungan & pendidikan, dan divisi bencana dan ekonomi”.38
Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
memang tidak diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 karena memiliki hak untuk
menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus
organisasi karena masih terjadi rangkap pekerjaan di salah satu bidang organisasi
tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan
berikut ini :
“Untuk bidang pendayagunaan dijabat oleh pak Arman, divisi kesehatan
lingkungan & pendidikan dijabat oleh ibu A. Evi dan divisi bencana &
38 Arman, kepala bidang pendayagunaan LAZ PKPU Cabang Makassar, hasil wawancara
21 juni 2012.
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ekonomi dijabat oleh pak Arman jadi dalam hal ini masih ada dobel job
dan memang kita masih mengoptimalkan SDM yang ada”.39
Struktur pengurus organisasi di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu
ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu
seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan
dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.
Berdasarkan observasi di lapangan peneliti belum menemukan papan
struktur organisasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar yang paten.
Adapun pembagian masing-masing bidang tersebut hanya tertuang dalam bentuk
tertulis.
3) Pelaksanaan (actuating)
Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan
adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara
sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi.
Perlu diketahui bahwa pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan
zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum
tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.
39 Muhammad Yusuf, Kepala cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, hasil wawancara 12
Juni 2012.
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Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara
mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan
dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang
dilakukan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar untuk mendapatkan
dana tersebut. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Informan sebagai
berikut :
”untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan
kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta’lim), majalah,
buletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing”.40
Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat
terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang bisa
mempercepat mustahik menjadi muzakki. Oleh sebab itu dana zakat yang telah
diberikan kepada mustahik dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik
di bidang ekonomi maupun dimental spiritualnya. Adapun cara proses
mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan pola SOP (standar
operasional) yang harus diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan
sebagai berikut:
“dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran
pertama kita  survey atau mengassestman terlebih dahulu, melakukan
pemetaaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita kumpulkan,
dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihan-
pelatihan dan pendampingan”.41
40 Hasdar, Kepala Bidang Penghimpunan LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara
28 Juni 2012
41 Arman, Kepala Bidang Pendayagunaan LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara
21 Juni 2012
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Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan
kepada mustahiq memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa
dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul
hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik
kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian
sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setalah diberikan modal mustahik juga
diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran
dan motivasi diri.
Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari
pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha mustahik dan memberikan
peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk
menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat.
Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target
merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori
muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam
waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah seyogyanya
memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat. Hal ini
sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut :
“Pertama, saya mengingatkan dan memberikan motivasi kepada diri
pribadi dan kepada teman-teman yaitu sesungguhnya pekerjaan kita
adalah pekerjaan yang mulia karena tidak hanya bekerja untuk diri kita
sendiri tapi untuk orang lain. Kedua, kita juga menyampaikan
sesungguhnya apapun yang kita buat, optimalisasi potensi yang kita
lakukan sehingga melahirkan sebuah program itu sesungguhnya adalah
sesuatu amal jariyah yang akan terus mengalir. Ketiga, kita juga
menyampaikan kepada mereka sesungguhnya manusia itu pasti berubah
karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan, jangan takut untuk
melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang baik dan memberikan sebuah
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kalimat dengan motto: “Lebih baik kita salah memberi daripada salah
tidak memberi”.42
Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan
berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya
motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya
berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar
nantinya bisa memberinkan manfaat yang banyak bagi umat.
4) Pengawasan (Controlling)
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara
membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.
Adapun pengawasan terhadap program zakat produktif di Lembaga Amil
Zakat PKPU Cabang Makassar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung
dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak LAZ PKPU
melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke
rumah-rumah mustahik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh
dari informan sebagai berikut :
“Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung
dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjugan langsung ke lapangan contohnya
KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat Sakinah) yang telah diberikan
zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah
dijalankan, dokumentasi dan lain-lain”.43
42 Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni 2012.
43 Muhammad Yusuf, Kepala cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni 2012.
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Evaluasi kerja terhadap program zakat produktif dilakukan dengan
memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan jumlah
anggota yang hadir dan membayar tabungan dan simpanan pokok. Berikut hasil
wawancara dengan informan:
“Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan
dipantau tiap bulan apakah ada pertambahan anggota atau tidak.
Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya
kan kelompok itu kalo memutuskan hasil hasil diskusi kelompok pasti
diskusi dengan pihak  LAZ PKPU Cabang Makassar tentang bagaimana
baiknya kebijakan itu sendiri”44
Adapun pengawasan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan
kelompok. Berikut hasil wawancara dengan informan:
“Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali
terhadap kelompok yang kita bina seperti bagaimana cicilan iurannya,
tabungan dan perkembangan usaha. Saat berkumpul, mereka pun sharing
tentang kondisinya masing-masing”45
Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk
controlling tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental
spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok
binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif
di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar melalui laporan keuangan.
Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan
bulanan. Sedangkan secara nasional & teraudit itu setahun sekali dan dibuat oleh
pusat. Pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar membuat laporan
44 Lilis Sumarni, Bidang Keuangan & Administrasi LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil
wawancara 28 Juni, 2012.
45 Rabbaniah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil wawancara 14 Juni, 2012.
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keuangannya dan melaporkan kepada pihak pusat. Pihak pusat yang nantinya
mengeluarkan laporan keuangan.
Berdasarkan observasi di lapangan, para mustahik belum memiliki laporan
keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Mereka cukup mendapat
pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya
dilaporkan secara lisan saat pertemuan.
C. Perkembangan Perekonomian Mustahik Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar tidak hanya memberikan
zakat yang bersifat komsumtif semata. Keberadaan zakat yang pada mulanya
ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan
inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan
dalam usaha produktif.
Usaha produktif yang berkaitan dengan ekonomi diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk
menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih
mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya
Zakat produktif  yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai
modal untuk menjalankan  suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan
kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.
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Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta oleh orang
kaya,yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin  serta kelompok lain yang
telah ditentukan dalam alquran di dalam Surah at-taubah yang disebut kelompok
mustahiq. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan transfer of
income (pemindahan kekayaan) dari golongan  kaya kepada golongan yang tidak
berpunya. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi
ekonomi terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan
ekonomi produktif.
Beberapa pernyataan tersebut dapat diartikan zakat untuk usaha produktif
merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau
sumber pendapatan bagi mustahik. Zakat produktif ini ditujukan untuk
menjalankan kegiatan produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi
dan potensi produktifitas mustahik.
1. Kondisi Ekonomi Mustahik Sebelum & Setelah Adanya Program Zakat
Produktif
Pengelolaan dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat  PKPU
Cabang Makassar dilakukan melalui pemberian pinjaman modal usaha. Program
pemberdayaan ekonomi mustahik ini dilakukan dengan metode dana bergulir.
Zakat tersebut diberikan kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan,
tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola
ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah yang pengembalian sama yang
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dipinjamkan. Hal ini bertujuan membantu atau pengembangan usaha para
pedagang atau pengusaha kecil.
Usaha-usaha yang dijalankan mustahik dalam bidang ekonomi pun
beragam. Keuntungan yang diperoleh mustahik sebelum adanya pinjaman modal
masih relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.2
Jumlah Keuntungan Mustahik Sebelum Mendapatkan Pinjaman Modal
Pada Tahun 2009
No Nama Mustahik Jenis Usaha Jumlah Keuntungan Per bulan
1. Rabbaniah Jual Campuran Rp.300.000 – Rp. 500.000
2. Murni Jual Kue Rp.1.000.000
3. Farida Jual beras Rp.800.000
4. Samsinar Jual campuran Rp.500.000
5. Hariah Jual campuran Rp.500.000
Sumber: data Primer, 2012
Program dana bergulir dari Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
telah berlangsung kurang lebih dua tahun yakni sejak tahun 2010 hingga sekarang.
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar  memiliki kelompok binaan dalam
program zakat produktif yang disebut “KSM SAKINAH”. Kelompok ini
merupakan kumpulan dari beberapa mustahik yang mendapat pinjaman modal
usaha.
Pemberian pinjaman modal kepada mustahiq bervariasi tergantung jenis
usaha yang dimiliki oleh mustahik dan kelancaran pengembalian dana yang telah
dipinjam. Keuntungan yang diperoleh dari usaha mustahik pun berbeda-beda
tergantung kemajuan jenis usaha yang dimiliki. Peranan dana zakat produktif
yang disalurkan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar terhadap
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peningkatan kesejahteraan mustahik dapat ditandai dengan meningkatnya
keuntungan usaha mustahik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1.3
Jumlah Keuntungan Mustahik Setelah  Mendapatkan Pinjaman Modal
No Nama
Mustahik
Jenis Usaha Jumlah
Pinjaman
Modal
Jumlah Keuntungan Per bulan Keterangan
Tahun 2010 Tahun 2011
1 Rabbaniah Jual Campuran 1.000.000 Rp. 1.200.000 1.500.000 Meningkat
2 Murni Jual Kue & Sayur 500.000 Rp. 1.500.000 Rp.2.000.000 Meningkat
3 Farida Jual Pakaian jadi 500.000 Rp.1.500.000 Rp.2.000.000 Meningkat
4 Samsinar Jual makanan jadi 500.000 Rp.500.000 Rp.800.000 Meningkat
5 Hariah Jual Campuran 500.000 Rp.1.000.000 RP.1.200.000 Meningkat
Sumber: data primer, 2012
Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha mustahiq tiap kelompok
berbeda. Pada umumnya pendapatan ekonomi mereka mengalami peningkatan.
Dana zakat produktif yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar diharapkan dapat meningkatkan produktifitas para mustahiq yang
ditandai dengan meningkatnya pendapatan mustahik, sehingga kedepannya
mustahiq tersebut bisa mandiri secara ekonomi.
Pengaruh zakat produktif terhadap ekonomi mustahiq sangat positif dan
bermanfaat. Hal tersebut disebabkan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang
Makassar memberikan kesempatan dan kemampuan untuk berkembang dari segi
ekonomi dan mental serta spritual. Berikut hasil wawancara dengan informan:
“Menurut saya, diantara mustahik itu ada yang berhasil dan ada pula yang
gagal. Jika diantara 10 orang mustahiq, mungkin satu atau dua orang
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yang gagal. Disini yang pula tergantung dari dukungan teman-teman
kelompoknya”46
“Usaha saya agak terbantu dengan adanya pinjaman dana dari LAZ PKPU
Cabang Makassar”.47
“Alhamdulillah dengan bantuan LAZ PKPU Cabang Makassar, usaha saya
baik dan berkembang. Selain itu, kami juga dapat materi agama yang
sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari”.48
Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif,
yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.
Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar selain  mengalokasikan zakat
dalam untuk usaha produktif juga memberikan bimbingan dan pendampingan bagi
mustahik.
Peran Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar terhadap
perkembangan ekonomi mustahik sangat berpengaruh karena mampu untuk
meningkatkan pendapatan para mustahik, Peran Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar selain menambah peningkatan ekonomi mustahik, juga melatih
kemandirian, Serta dapat memacu para mustahik untuk meningkatkan usaha agar
lebih baik lagi. Selain Itu, Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar juga
berperan terhadap peningkatan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, karena
mustahiq juga dibekali tentang pelajaran agama agar kualitas ruhiyah umat bisa
meningkat. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam sebulan. Dengan Adanya
Program Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar ekonomi ini mustahik
sangat terbantu.
46 Muahammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12
Juni, 2012.
47 Faridah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni, 2012.
48 Murni, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni, 2012.
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2. Kendala Yang Dihadapi Mustahiq
Penerapan pola penyaluran zakat produktif ini bukan berarti tanpa
hambatan dan kendala. Pada praktikya di lapangan banyak ditemukan kendala dan
permasalahan menyertai program ini. Sebagian mustahik masih merasakan
terkendala dengan pinjaman modal yang terbatas jumlahnya. Berikut hasil
wawancara dari informan:
“Barang semakin naik, namun modal yang diberikan sedikit sehingga saya
merasa sulit saat membeli barang-barang”.49
“Hambatan saya modal saya agak kurang, kalau boleh modalnya ditambah
lagi supaya bisa beli banyak barang”50
Selain dana pinjaman kepada mustahiq yang terbatas, mereka juga
menemukan kendala dalam hal persaingan sesama penjual. Banyaknya toko-toko
modern bermunculan di masyarakat menengah bawah mengakibatkan
kemunduran usaha penjualan ekonomi mustahik. Kebanyakan masyarakat
sekarang lebih cenderung berbelanja ke took-toko seperti Alfa Midi, Alfa Mart,
IndoMaret. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan:
“Semakin banyaknya toko Alfa Midi, Alfa Mart yang menghambat usaha-
usaha seperti ini yang masuk ke pelosok. Yang dulunya di pinggir jalan
kota kini masuk ke pemukiman masyarakat”.51
Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan
persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara
pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang
49 Murni, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni, 2012.
50 Samsinar, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni, 2012.
51 Rabbaniah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, Hasil Wawancara 12 Juni, 2012.
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semakin kompleks, sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba
menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya.
Menggunakan inovasi baru untuk menghadapi persaingan pasar ternyata
cukup efektif untuk memenangkan pasar yang ada. Tanpa adanya inovasi dari
para pelaku usaha, bisa dipastikan konsumen akan cepat bosan dan bisnisnya pun
akan tenggelam di tengah ramainya persaingan. Karena itulah, para pelaku usaha
kecil maupun besar dituntut untuk selalu berinovasi baik dalam urusan internal
perusahaan maupun untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
Demikian halnya usaha mustahik, perlu menggunakan inovasi baru pada
persaingan pasar tersebut. Oleh karena itu, pihak Lembaga Amil Zakat PKPU
Cabang Makassar perlu melakukan pelatihan yang berkaitan manajemen usaha
agar nantinya mustahiq bisa tetap survive.
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan
program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri
dari:
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Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment untuk
melihat kebutuhan para mustahik kemudian dilanjutkan dengan pembuatan
program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur
organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif
menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada
mustahik secara qardhul hasan. Adapun Pengawasan kepada mustahik
dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok binaan.
2. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
mampu meningkatkan ekonomi mustahik, melatih kemandirian, dan
meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu-ilmu agama.
B. SARAN
1. Sebaiknya pihak Lembaga Amil Zakat PKPU cabang Makassar menambah
sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif sebab terjadi
(overlapping) tumpang tindih dalam pembagian pekerjaan.
2. Hendaknya Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar menambah
anggaran pada zakat produktif, karena lebih mampu mewujudkan hakekat
tujuan perintah zakat dengan klasifikasi usaha produktif prospektif.
3. Sebaiknya pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar meminta
kepada mustahik penerima zakat produktif untuk melaporkan usaha mereka
setiap tiga bulan secara sederhana sehingga dengan adanya laporan mustahik
akan memiliki tanggung jawab yang besar dan pengurus juga lebih mudah
dalam pengawasannya.
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4. Sebaiknya Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar memberikan
pelatihan kepada mustahik terkait manajemen usaha ekonomi yang baik
sehingga nantinya usaha mustahik semakin berkembang
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Wawancara dengan Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat PKPU Cab.Makassar
Wawancara dengan Mustahik yang memperoleh zakat produktif
FOTO JENIS-JENIS USAHA MUSTAHIK
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Jual sayur-mayur
Jual Pakaian Jadi
FOTO-FOTO JENIS USAHA MUSTAHIK
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Jual Makanan Jadi
Jual Campuram
Nama-Nama Informan (Mustahik)
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Binaan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar
NO Nama Usia Jenis Usaha
1 Rabbaniah 32 Tahun Jual Campuran
2 Murni 31 Tahun Jual Kue & Sayur
3 Farida 35 Tahun Jual Pakaian jadi
4 Samsinar 32 Tahun Jual Makanan Jadi
5 Hariah 38 Tahun Jual Campuran
PEDOMAN WAWANCARA
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PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN
EKONOMI UMAT
( Studi Pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar )
I. Identifikasi
a. Nama :
b. Umur :
c. Jenis Kelamin :
d. Alamat :
e. Pekerjaan :
f. Pendidikan Terakhir :
g.No. Hp :
II. Pertanyaan
A. Manajemen Zakat Produktif
a. Perencanaan
1. Bagaimana konsep zakat produktif yang di terapkan oleh LAZ PKPU Cabang
Makassar?
2. Apa – apa saja bentuk zakat produktifnya ?
3. Apakah dilakukan perencanaan sebelum kegiatan zakat produktif ini ?
4. Kapan dilakukan perencanaan itu ?
5. Siapa yang membuat perencanaan itu ?
6. Kepada siapa zakat produktif itu diberikan ?
7. Bagaimana cara menentukan orang – orang yang berhak menerima zakat produktif
?
8. Apa maksud dan tujuan LAZ PKPU Cabang Makassar mengadakan zakat
produktif ini?
9. Darimana sumber dana zakat produktif itu diperoleh ?
10. Apa rencana jangka pendek dan jangka panjang program zakat produktif ini ?
b. Pengorganisasian
1. Apa ada struktur pengurus organisasi LAZ PKPU Cabang Makassar ?
2. Kapan Struktur organisasi itu di buat ?
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3. Siapa – siapa yang menjabat pada struktur pengurus itu ?
4. Apakakah pernah terjadi perubahan struktur oraganisasi atau ada penambahan
struktur?
5. Bagamaina keadaan anggota struktur ? apakah selalu berganti-ganti atau tetap ?
6. Apakah ada pembagian job (bidang masing-masing) ?
c. Pelaksanaan
1.Bagaimana proses pelaksanaan penghimpunan (pengumpulan) dan pendistribusian
zakat produktif LAZ PKPU Cabang Makassar ?
2. Bagaimana langkah–langkahnya sehingga zakat produktif itu terlaksana ?
3. Bagaimana motivasi kerja pegawai LAZ PKPU  Cabang Makassar terhadap
program zakat produktif ?
4. bagaimana pola pendistribusian zakat produktif ini agar tepat sasaran ?
5. Siapa yang mendistribusikan ?
6. Kapan dilaksanakan pendistribusian zakat produktif ?
7. Apa yang dilaksanakan LAZ PKPU Cabang Makassar setelah memberikan zakat
produktif  kepada mustahiq ?
d. Pengawasan
1. Apakah dilakukan pengawasan dari pihak pusat terhadap program zakat produktif
? Apanya   yang diawasi ?
2. Kapan di laksanakan pengawasan itu ?
3. Bagaimana metode pengawasan itu ?
4. Apakah pihak LAZ PKPU melakukan evaluasi kerja terhadap program zakat
produktif ?
5. Apakah LAZ PKPU Cabang Makassar melakukan pengawasan terhadap
Mustahiq? Siapa yang melakukan pengawasan dan kapan dilakukan?
6. Apa follow-up ( kelanjutan ) setelah dilakukan pengawasan ?
7. Apakah LAZ PKPU membuat laporan keuangan ? Berapa kali ?
8. Apakah Mustahik membuat Laporan perkembangan usahanya?
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B. Perkembangan Perekonomian Para Mustahik
a. Untuk Mustahik :
1. Berapa keuntungan anda perbulan sebelum dan setelah adanya zakat produktif ?
2. Apa jenis usaha yang anda kembangkan dari zakat produktif ?
3. Apa manfaat zakat produktif terhadap usaha mustahik?
4. Apa masalah / kendala dari usaha sekarang yang digeluti ?
5. Bagaimana perkembangan usaha bapak ?
b. Pegawai LAZ PKPU :
1. Apa jenis usaha zakat produktif yang telah diberikan kepada Mustahik ?
2. Menurut anda bagaimana kondisi ekonomi Mustahik sebelum dan sesudah diberi
zakat produktif ?
3. Bagaimana pengaruh perekonomian Mustahik dengan adanya zakat produktif ?
4. Apa kendala yang ditemukan dilapangan terhadap perkembangan ekonomi
mustahik ?
5. Bagaimana jika mustahik gagal memanfaatkan zakat produktif dengan baik?
MATRIKS METODE PENGUMPULAN DATA
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MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF
NO Variabel Informan Metode
1 Perencanaan Kepala Cabang Wawancara Mendalam, Telaah Dokumen
2 Pengorganisasian Kepala Cabang,
Pendayagunaan
Telaah Dokumen, Wawancara, Observasi
3 Pelaksanaan Kepala Cabang Fundrising,
Pendayagunaan
Wawancara, Observasi, Telaah Dokumen
4 Pengawasan Kepala Cabang, Mustahik,
Keuangan & Administrasi
Wawancara, Observasi, Telaah dokumen
PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK
NO Variabel Informan Metode
1 Jenis Usaha Mustahik Wawancara dan Observasi
2 Laba / Keuntungan Mustahik Wawancara
3 Kendala & Hambatan Usaha Mustahik Wawancara
Pihak PKPU
1 Jenis Usaha Produktif yang diberikan Kepala Cabang Wawancara
2 Pengaruh Zakat Produktif terhadap
Mustahik
Kepala Cabang Wawancara
3 Kendala & Hambatan Zakat Produktif Kepala Cabang Wawancara
